BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 3< /KUM/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
Nomor B.641/DPUPR/SEKRT/600/12/2025 tentang Usulan
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas
dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang
memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3},

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

: Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

: Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

dan wewenang sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD} yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya;

g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA,;

dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD}, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut

pajak daerah kepada KPA;

j. dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA
menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;

k. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, KPA bertindak sebagai Pegjabat Pembuat Komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan
seusai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.

e
.
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:Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.

b.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan

SPP-LS;

menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara

Pengeluaran;

menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah

(BUD),

melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

dikelolanya;

menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,

memungut dan menyetorkan pajak sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional

kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;

melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah,

memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara periodik atau

dokumen fisik dan Bank;

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekstermal pada

tahun berjalan;

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan

eksternal pada tahun berjalan;

secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada KPA;

membuat laporan pertanggugjawaban secara administratif atas

pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas

pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran;

Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan
dan penjualan jasa;

2} bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan
dan/atau penjualan jasa; dan

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung.

larangan tersebut diatas dilakukan terhadap kegiatan, sub

kegiatan, tindakan dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan

langsung dengan pelaksanaan APBD.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.
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KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Bupati Tabalong Nomor 188.45/88 /2025 tentang Perubahan Keenam
Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2023 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah
ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2025, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Tanjung . 202l
S — . . pada tanggal & Y et e
PARAF HIERARKI | ' PARAF KOORDINAS

SEKRETARIS DINAS/IBADAN | L SEKDA

| ASISTEN N g
1 KADIS/KABAN ? VP }

MUHAMMAD NOOR RIFANI

— — el pes— ﬁ}t BUPATI TABALONG,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel
Cab.Tanjung) di Tanjung.

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ &5 /KUM/2026

TANGGAL G)IP‘M‘H 9,16

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN

NG. NAMA SKPD/UNIT KERJA KODE KEGIATAN NAMA KEGIATAN
/ G KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU
1 2 3 4 5 6
1 | Dinas PUPR 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Hj. Ir. SUNENGSI, ST TRI HARIANTI
(Bidang Bina Marga dan UPT) NIP. 19771009 200701 2 010 NIP. 19690413 200604 2 007
1.03.10.2.01.006%9 | Pembangunan Jembatan Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan | Staf Fungsicnal pada Dinas
Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan
1.03.10.2.01.0068 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruang
1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan
1.03.10.2.01.0059 | Rekontruksi Jalan
1.03.10.2.01.0058 | Rehabilitasi Jembatan
1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan
1.03.10.2.01.00533 | Pembangunan Jalan
1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan
UPT Wil. I, Wil. 1l dan Wil. III 1.03.10.2,01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan
1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan
2 | Dinas PUPR 1.03.02.2,01 Ir. IWAN ROMAIDI, ST, MA LAILA FITRIANI
L] P * 1
(Bidang Sumber Daya Air) w;:‘:fg‘: 2?&‘;“‘;:;;";’:;’;&'“5;’::: ;::fl“a‘t’::?gota NIP. 19780416 200501 1011 NIP. 19681221 200604 2 008
¥y ung ) ) P Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Staf Fungsional pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan
1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Ruang
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
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UPT Wil, 1

UPT Wil. I dan Wil 111

Dinas PUPR
{Bidang Cipta Karval

1.03.02.2.02

1.03.02.2.02.0008

1.03.02.2.02.0010
1.03.02.2.02.0051
1.03.02.2.02.0053
1.03.02.2.02.0014
1.03.02.2.02.0021

1.03.02.2.01

1.03.02.2.01.0026
1.03.02.2.01.0126

1.03.02.2.02

1.03.02.2.02.0014

1.03.03.2.01

1.03.03.2.01.0024

1.03.07.2.01

1.03.07.2.01.0033

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder padad Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu} Deerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
Pembangunan Bendung Irigasi
Rehabilitasi Bendung Irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigas: Permukasan

Operasi dan Pemeliharaan Janingan Irigasi Permukaan

Pengelolaas SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 {Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Rehabilitasi Tanggul Sungai

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigas! Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu)} Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Pengelolaan dan Peagembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum {SPAM)

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukasn di Kawasan

Strategis Dacrah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sub Sistemn Pengolahan Setempat di Kawasan

Kabupaten/Kota

Ir. WAHYU HIDAYAT, ST

NIP. 19790212 201001 1 022
Kabid Cipta Karva pada Dinas
Pekenaan Umum dan Penataan
Ruang

ENDANG PURWANINGSIH, 5.AP
NIP, 19720901 200701 2 015
5taf Fungsicnal pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang




2 3 4 5

1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten /Kota

1.03.08.2.01.0023 [Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai
Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui
SIMBG.

UPT Pengelolaan Air Limbah 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukaan di Kawasan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0006 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.0011 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di
Kawasan Strategis Kabupaten /Kota

BUPATI TABA

S DINAS/BADAN | /I EKDA w MUHAMMAD NOOR RIFANI
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